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Abstract

This article explores the evolution of peace studies through the intellectual contributions of
Johan Galtung, a pioneering figure in the field. It examines Galtung's ideas of triangle of violence,
negative and positive peace, and conflict transformation, which underlie a new direction in
contemporary peace studies. The purpose of this research is to understand Galtung's theoretical
contribution to the formation of a more comprehensive and multidimensional peace paradigm. This
article employs a literature study approach, drawing on Galtung's major works, as well as relevant
books and articles. The results of the study demonstrate that Galtung's thinking has successfully
broadened the understanding of peace. The conceptual framework also provides a foundation for a
peacebuilding approach that emphasizes the transformation of social relations and community
participation. However, Galtung's thinking has also been criticized for being idealistic and difficult to
apply universally. Overall, this article suggests the need for Galtung's concepts to remain relevant in
responding to increasingly complex global challenges and peace.

Keywords—Conflict Transformation, Negative and Positive Peace, Peacebuilding, Peace Studies,
Triangle of Violence

Abstrak

Artikel ini membahas perkembangan studi perdamaian melalui kontribusi intelektual Johan
Galtung, tokoh pelopor dalam bidang tersebut. Hal yang dikaji meliputi bagaimana gagasan Galtung
yaitu segitiga kekerasan, negative dan positive peace, dan transformasi konflik yang mendasari arah
baru dalam studi perdamaian kontemporer. Tujuan penelitian ini untuk memahami kontribusi teoritis
Galtung terhadap pembentukan paradigma perdamaian yang semakin komprehensif dan
multidimensional. Artikel ini menggunakan metode studi literatur, melalui karya-karya utama Galtung
dan juga buku serta artikel yang relevan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pemikiran Galtung
berhasil memperluas pemahaman perdamaian. Kerangka konseptual juga memberikan fondasi bagi
pendekatan peacebuilding yang menekankan adanya transformasi hubungan sosial dan partisipasi
masyarakat. Namun, pemikiran Galtung juga memiliki kritikan dikarenakan dinilai idealis dan sulit
diterapkan secara universal. Artikel ini secara keseluruhan menyarankan kebutuhan konsep Galtung
untuk tetap relevan dalam menjawab tantangan dan perdamaian global yang semakin kompleks.

Kata kunci—~Negative dan Positive Peace, Peacebuilding, Segitiga Kekerasan, Studi Perdamaian,
Transformasi Konflik

1. Pendahuluan definisi tunggal yang dapat
menjelaskannya. Makna dari perdamaian

Perdamaian merupakan sebuah juga dapat berubah dan berkembang sesuai
konsep yang dibangun dari konstruksi dengan situasi dan konteks yang ada.
sosial oleh manusia, dimana tidak ada Secara umum, perdamaian sendiri kerap
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dikaitkan dengan konsep resolusi konflik.
Hal ini dikarenakan perdamaian dianggap
sebagai hasil dari proses penyelesaian dari
konflik yang terjadi tanpa melibatkan
kekerasan demi mencapai stabilitas,
melainkan menggunakan cara-cara yang
melibatkan adanya sebuah dialog untuk
bernegosiasi (Perwita & Sabban, 2015).

Berakhirnya perang dingin menjadi
sebuah penanda terjadinya perubahan
dalam dinamika perdamaian. Perubahan
tersebut dapat dilihat dengan adanya
konflik-konflik antarnegara yang semakin
berkurang. Dalam buku Conflict After the
Cold War karya (Betts, 2015), dijelaskan
bahwa konflik yang terjadi bukan hilang,
namun berlanjut menjadi bentuk yang lebih
kompleks dan tersebar. Meskipun ancaman
negara-negara besar antarnegara sudah
tidak terjadi, namun hal ini menjadikan
adanya ruang bagi negara-negara rapuh
untuk saling menyerang secara internal.
Dari hal tersebut lalu terciptalah konflik
aktor non-negara yang semakin meningkat.
Penyebab konflik ini didasari dengan hal
yang lebih beragam, seperti adanya
pertarungan identitas, perebutan sumber
daya, dan kegagalan institusional yang
tentunya membutuhkan penyelesaian yang
lebih adaptif dan berlapis.

Dari peningkatan konflik aktor non-
negara tersebut, maka menjadi sebuah hal
yang relevan wuntuk merujuk pada
pemikiran Perpetual Peace menurut Kant
yang dibahas oleh Sellers (1999), Kant
menyatakan bahwa perdamaian sendiri
dapat dicapai melalui tatanan hukum dan
politik antarnegara yang berlaku. Terdapat
beberapa syarat-syarat utama, seperti
adanya  pembentukan  negara-negara
republik, penghapusan tentara tetap,
pengelolaan utang negara yang baik agar
tidak menimbulkan konflik, serta larangan
intervensi yang dilakukan oleh pihak luar
dalam wurusan internal sebuah negara
(Sellers, 1999). Hal ini dianggap sebagai

prinsip-prinsip demokratis dan kesetaraan
di sistem internasional yang penting dengan
tujuan agar dapat menumbuhkan situasi
perdamaian. Secara garis besar, gagasan
dari Kant memfokuskan pentingnya
kerjasama internasional yang dilakukan
oleh pihak-pihak yang setara dan konstitusi
internasional yang adil agar perdamaian
dapat memiliki sifat berkesinambungan.
Gagasan Kant tersebut telah
menjadi salah satu dasar berkembangnya
studi perdamaian yang semakin modern
dan lebih kompleks. Semakin lama, studi
perdamaian tumbuh menjadi sebuah kajian
multidisipliner. Hal ini dibuktikan dengan
studi perdamaian yang tidak hanya
menelaah aspek-aspek hubungan negara
saja, namun juga melihat bagaimana peran
dari norma global, hukum internasional,
dan struktur dunia yang dapat menciptakan
perdamaian dunia (Richmond, 2003).

Richmond juga menambahkan
pandangannya mengenai perkembangan
studi perdamaian di hubungan

internasional. Richmond beranggapan
bahwa perdamaian tidak bisa dilepaskan
dari konteks dinamika kekuasaan global,
intervensi dari pihak lain, serta proses
rekonstruksi pasca konflik yang terjadi. la
juga  mengkritik adanya  dominasi
pendekatan [liberal peacebuilding pada
pasca terjadinya Perang Dingin. Hal ini
terlihat bahwa perdamaian pasca Perang
Dingin dipaksakan mengikuti institusi
perspektif  liberal, dimana  adanya
demokrasi, pasar bebas, dan good
governance  yang berjalan  tanpa
mempertibangkan konteks sosial, budaya,
dan historis masyarakat lokal yang
memiliki pengaruh.

Berdasarkan pandangan tersebut,
Richmond akhirnya mengusulkan konsep
baru, yaitu konsep post-liberal peace. Post-
liberal peace disini merupakan pendekatan
dimana  perdamaian  bersifat  lebih
partisipatif, reflektif terhadap kebutuhan
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masyarakat sekitar, dan menentang adanya
dominasi  aktor internasional dalam
mendefinisikan perdamaian (Richmond,
2003). Hubungan internasional sendiri
menjadi sebuah ruang dimana norma dan
nilai  mengenai  perdamaian  dapat
dinegosiasikan antara negara, organisasi
internasional, dan masyarakatnya, sehingga
tidak hanya sebagai arena interaksi
antarnegara saja. Dengan ini, studi
perdamaian dalam hubungan internasional
berkembang menjadi bagaimana aktor-
aktor global, yang tidak hanya negara saja,
membentuk struktur perdamaian dalam
konteks ketimpangan kekuasaan dan
resistensi lokal yang terjadi. Tentunya juga
hal ini menyesuaikan dengan konteks
sosial, budaya, dan historis dari masyarakat
lokal. Pandangan dari Richmond ini terlihat
memperluas cakupan analisis hubungan
internasional, khususnya dalam studi
perdamaian pasca Perang Dunia yang
terjadi, dimana diharapkan dapat menjadi
pendekatan yang lebih inklusi dan adil bagi
masyarakat global.

Perkembangan studi perdamaian
tidak hanya sampai titik tersebut, namun
dikembangkan kembali oleh Ramsbotham,
Woodhouse, dan Miall (2011). Dalam
pandangannya, studi perdamaian dan
resolusi konflik telah bertransformasi dari
pendekatan tradisional, menjadi
pendekatan yang inklusif dan berorientasi
panjang. Berdasarkan buku Contemporary
Conflict Resolution (Ramsbotham et al.,
2016), konflik harus ditangani melalui
transformasi struktural, rekonsiliasi sosial,
dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Dengan kata lain, konflik tidak bisa hanya
dipahami dan diselesaikan dengan cara
intervensi militer maupun diplomasi
tingkat tinggi yang dilakukan oleh
antarnegara saja. Perubahan juga berlaku
pada standar keberhasilan resolusi konflik
dan proses perdamaian, dimana tidak hanya
keterlibatan elit politik atau aktor eksternal

saja yang berpengaruh, namun keterlibatan
semua pihak dipandang memiliki dampak
dan dapat mempengaruhi keberhasilan
berjalannya  resolusi  konflik  serta
perdamaian. Perdamaian disini dipahami
sebagai proses sosial yang dinamis, bukan
hanya hasil akhir yang dapat dipaksakan
untuk terjadi  dari  pengaruh  luar
(Ramsbotham et al., 2016). Dari pemikiran
ini, tentunya telah menambah fokus arah
baru dari studi perdamaian dalam hubungan
internasional, yang dimana memiliki
pengaruh dalam keadilan struktural,
rekonsiliasi sosial, dan pembangunan
jangka panjang sesuai kebutuhan lokal.
Dalam hubungan internasional,
studi perdamaian lahir sebagai respon dari
adanya dinamika konflik global yang hadir
setelah terjadinya Perang Dunia I dan II di
abad ke-20. Dengan adanya pergeseran
fokus konflik-konflik, maka teori dalam
hubungan internasional semakin
berkembang untuk menjelaskan bagaimana
perdamaian dapat dicapai. Hal ini dapat
dilihat dari berbagai teori di hubungan
internasional  seperti  teori  realisme,
liberalisme, marxisme, dan idealisme yang
masing-masing  memiliki  pandangan
mengenai konsep perdamaian. Seperti
adanya teori realisme yang memandang
perdamaian dapat diciptakan jika adanya
keseimbangan kekuatan antarnegara atau
dominasi satu kekuatan hegemonik.
Sementara itu, teori liberalisme
menekankan bahwa untuk menciptakan
tatanan yang stabil  dibutuhkannya
kerjasama antarnegara dan peran institusi
internasional. Dengan adanya pemikiran
beragam dari  masing-masing  teori
mengenai studi perdamaian, hal ini menjadi
pembuktian  betapa  kompleks dan
multidimensi studi perdamaian dalam
hubungan internasional. Hal ini juga
membuktikan ~ bahwa  dibutuhkannya
analisis yang komprehensif mengenai akar
konflik demi menciptakan  kondisi
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perdamaian yang berkelanjutan (Aji &
Indrawan, 2019).

Dalam konteks perkembangan studi
perdamaian, Johan Galtung hadir sebagai
salah satu tokoh yang mengubah arah
pemikiran mengenai perdamaian. la
memperkenalkan kerangka analisis yang
lebih luas untuk memandang perdamaian.
Pemikiran  Galtung membawa studi
perdamaian keluar dari batas tradisional
hubungan internasional yang sebelumnya
terlihat hanya berfokus pada diplomasi dan
penyelesaian  antarnegara  saja. la
memperluas  cakupan  dari  disiplin
perdamaian ini menjadi multidisipliner,
dimana terdapat aspek sosiologi, ekonomi
politik, dan antropologi yang juga
berpengaruh. Melalui  kerangka ini,
perdamaian tidak dipandang hanya sebagai
hasil akhir atau outcome nya saja,
melainkan sebagai proses dinamis yang
tentunya akan berkembang. Galtung juga
menyatakan betapa pentingnya melihat
aspek-aspek selain kekerasan fisik agar
perdamaian dapat dicapai secara utuh. Oleh
karena itu, penting untuk mengidentifikasi
dan mengatasi bentuk-bentuk kekerasan
secara tidak langsung untuk merancang
strategi perdamaian. Pendekatan ini
menekankan bahwa upaya perdamaian
harus mencakup reformasi struktural serta
perubahan  dalam cara  masyarakat
memaknai kekerasan yang terjadi (Galtung,
1996).

Terdapat  beberapa  penelitian
terdahulu yang telah membahas mengenai
pemikiran Johan Galtung. Penelitian
tersebut antara lain dilakukan oleh Firdaus
et. al. (2021), Borah (2024), Ulfah et. al.
(2022), Azisi (2021), dan Khaswara dan
Hambali (2021). Secara keseluruhan,
penelitian tersebut membahas mengenai
pemikiran dari konsep-konsep Johan
Galtung diaplikasikan pada suatu studi
konflik maupun perspektif lain. Seperti
adanya teori kekerasan dan konflik Johan

Galtung yang digunakan untuk
menganalisis media resolusi konflik,
maupun menganalisis dinamika konflik
pada suatu studi kasus dengan konsep
transformasi konflik Galtung. Beberapa
pembahasan penelitian tersebut juga
membandingkan  pemikiran  Galtung
dengan tokoh lain untuk melihat kelebihan
dan keterbatasan dalam memahami
dinamika konflik kontemporer. Dengan itu,
terlihat  penelitian-penelitian  tersebut
menggunakan pemikiran Galtung sebagai
alat analisis dan juga perspektif kritis untuk
mengevaluasi dinamika konflik dan upaya
perdamaian dalam berbagai konteks.

Dari pemaparan tersebut, terlihat
bahwa sejauh ini kajian mengenai
pemikiran Johan Galtung dalam studi
perdamaian telah banyak dibahas. Namun,
pembahasan kajian tersebut kebanyakan
hanya berfokus pada penerapan konsep-
konsep dari Galtung kepada suatu studi
kasus  tertentu, tanpa  memberikan
pemahaman mengenai evolusi pemikiran
Galtung secara utuh dan analisis pada studi
perdamaian  kontemporer. Artikel ini
bertujuan untuk menelaah konseptual
secara  sistematis terhadap kerangka
pemikiran Galtung, khususnya mengenai
konsep kekerasan, perdamaian, dan
transformasi konflik sebagai dasar dari
perkembangan studi perdamaian. Maka
dari itu, artikel ini akan menyajikan
pemikiran Galtung secara deskriptif dan
menempatkannya pada perkembangan
studi perdamaian kontemporer untuk
menunjukkan adanya relevansi, kritik, dan
pengembangannya dalam studi hubungan
internasional.
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2. Kajian Pustaka dan Kerangka
Pemikiran

Studi Perdamaian menurut Johan
Galtung

Johan Galtung merupakan salah satu
tokoh yang berpengaruh dalam
pengembangan studi perdamaian yang
memandang perdamaian sebagai konsep
yang kompleks dan dinamis. Galtung telah
menulis pemikirannya tersebut mengenai
perdamaian melalui karya-karyanya yang
disusun sejak tahun 1960-an. Dalam karya-
karyanya, Galtung menekankan dasar
teoritis yang penting dalam menjadikan
perdamaian sebagai bidang studi yang
multidisipliner. Perdamaian dalam
pandangannya dianggap sebagai suatu studi
yang tidak hanya dapat dipahami dalam
konteks politik atau militer saja, namun
harus dianalisis secara menyeluruh dengan
konteks lain seperti sosial, budaya,
ekonomi, dan struktural. Konflik juga
dipandang Galtung sebagai gejala sosial
yang wajar terjadi dan tidak selalu
berkonotasi negatif, selama konflik tersebut
dikelola secara konstruktif dan tanpa
adanya kekerasan yang terlibat.

Pada salah satu buku yang berjudul
Violence, Peace, and Peace Research
(1969), Galtung memiliki tiga prinsip dasar
yang menjadi dasar awal untuk
merumuskan kerangka studinya dalam
membahas makna perdamaian. Pertama,
istilah  ‘perdamaian’ digunakan untuk
menunjuk pada tujuan-tujuan  sosial
disepakati oleh banyak pihak, meskipun itu
tidak selalu oleh mayoritas. Kedua, tujuan-
tujuan sosial tersebut mungkin kompleks
dan sulit, namun tidak mustahil untuk
dilakukan. Ketiga, pernyataan mengenai
“perdamaian  adalah  tidak  adanya
kekerasan” harus dianggap sebagai suatu
hal yang wvalid. Tiga prinsip tersebut

tentunya saling berkaitan satu sama lain.
Namun, Galtung sendiri menyadari bahwa
prinsip-prinsip tersebut bukanlah sebuah
definisi pasti, melainkan pendekatan awal
yang sederhana dan sesuai untuk dapat
dipahami secara umum.

Sebagai salah satu pendiri dari
International Peace Research Institute
Oslo (PRIO), Galtung memiliki peran besar
dalam mendorong institusionalisasi studi
perdamaian sebagai salah satu bagian dari
kajian hubungan internasional. Perdamaian
dalam hal ini ditekankan sebagai proses
sosial yang aktif dan berkelanjutan, bukan
suatu hal yang dapat dicapai sekali lalu
selesai. Menurut Galtung, membangun
perdamaian berarti membentuk tatanan
sosial yang adil, inklusif, dan partisipatif,
bukan hanya bertujuan untuk
menghentikan konflik bersenjata yang
terjadi. Kerangka berpikir ini menjadikan
pemikiran  Galtung relevan  dalam
menganalisis konflik-konflik kontemporer
yang terjadi di dunia, termasuk konflik
internal yang berbasis etnis.

Selain itu, dalam karyanya yang
berjudul Peace by Peaceful Means: Peace
and Conflict, Development and Civilization
(1996), Galtung menyusun kerangka yang
lebih detail dan komprehensif mengenai
studi perdamaian. Buku ini merupakan
salah satu kontribusi penting dari Galtung
yang memperluas studi perdamaian. Studi
perdamaian menjadi suatu ilmu yang
mempelajari perdamaian sebagai proses
sosial yang multidimensional, dimana
terdapat pembahasan mendalam mengenai
dinamika struktural dan budaya yang
menopang sistem kekerasan. Dari buku ini,
terlihat bahwa Galtung ingin menekankan
bahwa studi perdamaian lebih dari sekedar
analisis konflik yang bersenjata saja.
Berdasarkan buku ini, ia membagi studi
perdamaian ke dalam empat teori utama,
yaitu teori perdamaian, teori konflik, teori
pembangunan, dan teori peradaban.
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Melalui  pembagian  ini, Galtung
menunjukkan bahwa perdamaian harus
dibangun  bersama dengan adanya
penciptaan keadilan sosial, transformasi
struktur ekonomi-politik, serta
penghargaan terhadap pluralitas budaya.
Hal ini dikarenakan perdamaian tidak dapat
dicapai hanya dengan menyelesaikan
konfliknya saja, namun harus dipahami
juga akar konflik, struktur ketimpangan,
dan nilai-nilai budaya yang melegitimasi
kekerasan agar konflik dapat diselesaikan
secara menyeluruh.

Kedua karya tersebut tidak hanya
sebagai sumber teoritis, namun dapat
diaplikasikan dalam praktik peacebuilding
di konteks nyata. Proses perdamaian di
Aceh, Indonesia pada tahun 2005 menjadi
salah satu contoh yang relevan. Hal ini
dikarenakan penyelesaian konflik antara
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan
pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas
adanya penandatanganan Memorandum of
Understanding Helsinki, namun telah
mencakup adanya reformasi struktural dan
desentralisasi kewenangan politik dan
redistribusi pendapatan sumber daya alam
(Aspinall, 2008). Proses ini mencerminkan
adanya upaya mewujudkan positive peace
dari  Galtung, dimana tidak hanya
kekerasan langsung saja yang dihentikan,
namun terdapat upaya untuk menghentikan
kekerasan struktural dan kultural secara
keseluruhan.

Gagasan mengenai perdamaian dalam
buku tersebut tidak hanya sampai aspek
konflik semata. Galtung juga mengaitkan
adanya perdamaian dengan konsep
pembangunan  dan  peradaban. Ia
berargumen mengenai betapa pentingnya
mengaitkan pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi
harus memperhatikan aspek-aspek
distribusi, hak-hak kelompok minoritas,
atau relasi kekuasaan dalam masyarakat.
Hal ini dikarenakan tanpa terlibatnya

aspek-aspek tersebut, maka terdapat
potensi adanya bentuk-bentuk kekerasan
baru yang akan tumbuh. Oleh karena itu,
pembangunan yang damai harus bisa
bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Galtung juga menekankan pentingnya
dialog antar budaya dan toleransi sebagai
elemen utama dalam konteks peradaban.
Hal tersebut dianggap penting untuk
bertujuan membangun koeksistensi yang
damai. Dengan itu, pembahasan dalam
buku ini terlihat menyeluruh membahas
mengenai proses pembangunan manusia
dan masyarakat secara utuh untuk
menciptakan perdamaian.

Dari pemikiran-pemikiran tersebut,
terlihat bahwa Galtung menganggap
perdamaian tidak hanya berkaitan dengan
ketiadaan konflik fisik, melainkan juga
dengan kondisi sosial yang perlu ditelaah
lebih dalam. Galtung menolak pemahaman
mengenai perdamaian yang dapat dianggap
berhasil  jika sudah tidak terjadi
peperangan. la  menekankan bahwa
perdamaian dapat dianggap berhasil jika
masyarakat sudah tidak merasakan segala
bentuk kekerasan, baik yang bersifat
langsung maupun tersembunyi. Gagasan
Galtung juga terus mengembangkan
kerangka konseptual nya yang
membedakan antara perdamaian yang
bersifat pasif dan sementara. Pemisahan
tersebut telah membuka ruang analisis
terhadap berbagai bentuk kekerasan yang
terjadi dalam masyarakat.

Kerangka Analisis Studi Perdamaian
Johan Galtung

Johan Galtung telah merumuskan
kerangka  analisis yang  dibangun
berdasarkan tiga gagasan utama, yaitu
konsep segitiga kekerasan (triangle of
violence), perdamaian (negative dan
positive peace), dan transformasi konflik
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(conflict transformation). Tiga gagasan
tersebut menjadi dasar bagi Galtung untuk
melihat bagaimana perdamaian dapat
dibangun dengan melihat dasar-dasar yang
dapat  menciptakan  keadilan  serta
kebutuhan dasar yang terpenuhi. Pada
konsep pertama, Galtung menjelaskan
bahwa terdapat tiga dimensi kekerasan.
Dimensi-dimensi  tersebut  mencakup
kekerasan langsung, kekerasan kultural,
dan kekerasan struktural. Ketiga dimensi
tersebut dibedakan untuk membantu
menjelaskan bahwa terdapat beberapa
konflik yang tidak hanya muncul dalam
bentuk fisik, namun terdapat konflik yang
tertanam dalam struktur sosial dan norma
budaya.

Selanjutnya  terdapat  konsep
perdamaian yang dibedakan menjadi dua
jenis oleh Galtung, yaitu negative peace
dan positive peace. Negative peace
merupakan konsep dimana dalam sebuah
konflik yang berjalan, bentuk kekerasan
secara langsung sudah tidak dilakukan.
Sementara itu, positive peace merupakan
sebuah konsep dimana telah hilangnya
kekerasan langsung dan juga kekerasan
secara struktural telah diatasi. Dengan itu,
proses  positive  peace ini  akan
menumbuhkan keadilan sosial, proses
rekonsiliasi, dan adanya perubahan struktur
secara keseluruhan.

Lalu, terdapat konsep transformasi
konflik yang menekankan mengenai
pemahaman  bahwa  konflik  harus
ditransformasikan hingga ke akar struktural
dan kulturalnya. Hal ini berasal dari
pemahaman bahwa konflik tidak hanya
perlu diselesaikan (conflict resolution) atau
hanya dikelola (conflict management),
dengan tujuan agar tercipta perdamaian
yang adil dan berkelanjutan. Dalam model
ABC Triangle menurut Galtung, dijelaskan
bahwa terdapat adanya interaksi antara
Attitude (adanya prasangka dan
ketidakpercayaan), Behaviour (sebuah

tindakan kekerasan atau agresi), dan
Contradiction  (ketimpangan  struktural
dalam kepentingan atau kekuasaan) yang
menjadi  dasar terbentuknya konflik.
Dengan itu, terlihat bahwa harus adanya
transformasi konflik agar ketiga interaksi
tersebut dapat tersentuh secara bersamaan
(Borah, 2024)

Secara keseluruhan, kerangka analisis
dari pemikiran Johan Galtung telah
memberikan pandangan bagaimana cara
memahami  perdamaian dan konflik.
Melalui pemetaan tiga konsep utama yaitu
kekerasan, perdamaian, dan transformasi
konflik, Galtung mencoba untuk melihat
bahwa konflik harus dipahami dari struktur
sosial dan budaya tidak hanya dipahami
dari dimensi kekerasan yang terjadi secara
fisik saja. Dari adanya perbedaan konsep
dinamika kekerasan, konsep negative peace
dan positive peace, hingga transformasi
konflik, Galtung menguraikan kembali
pandangannya lewat seluruh konsep. Oleh
karena itu, analisis ini digunakan tidak
hanya sebagai sebuah teori, namun dapat
juga digunakan sebagai alat untuk
membaca, mengevaluasi dan merancang
strategi perdamaian dalam berbagai
konteks.

3. Metode Penelitian

Metode riset yang digunakan dalam
artikel ini adalah metode kualitatif studi
literatur, yang berfokus untuk menganalisis
pemikiran Johan Galtung mengenai studi
perdamaian (Creswell & Creswell, 2017).
Data-data  untuk artikel 1ini  akan
dikumpulkan melalui  sumber-sumber
sekunder yaitu buku karya Galtung seperti
Violence, Peace and Peace Research
(1969), Peace by Peaceful Means (1996),
dan Conflict Transformation by Peaceful
Means (2000). Selain itu, digunakan juga
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data-data  dari artikel jurnal, buku
pendukung, dan penelitian terdahulu yang
relevan dengan analisis artikel ini.

Analisis data akan dilakukan dengan
tiga tahapan utama, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Reduksi data merupakan cara untuk
menyeleksi dan mengelompokkan
informasi terkait konsep-konsep yang
digunakan. Penyajian data dilakukan
dengan menyusun hasil temuan dalam
bentuk uraian yang sistematis berdasarkan
kerangka konseptual. Dan untuk penarikan
kesimpulan merupakan proses
menginterpretasi secara kritis mengenai
hasil relevansi dan kontribusi dari
pemikiran Galtung terhadap perkembangan
studi perdamaian kontemporer (Creswell &
Creswell, 2017). Hasil dari analisis tersebut
akan disajikan dalam bagian hasil dan
diskusi pembahasan, yang menafsirkan
pemikiran Galtung secara mendalam
dengan membandingkan pemikiran penulis
lain untuk memperkuat argumentasi
teoritis. Pendekatan ini dipilih karena
sesuai dengan tujuan penulisan artikel yang
bersifat konseptual dan empiris, yang
dimana untuk membangun pemahaman
teoritis yang utuh dan kritis.

4. Hasil dan Pembahasan

Konsep Segitiga Kekerasan (7Triangle of
Violence)

Pemikiran Johan Galtung yang telah
muncul dalam studi perdamaian ini menjadi
sebuah tanda bahwa terdapat adanya
pergeseran penting mengenai cara dunia
memahami konflik dan menyusun upaya
penyelesaiannya. Di tengah pendekatan
tradisional yang mendominasi dan berfokus
pada cara penghentian kekerasan fisik
semata, Galtung membawa sebuah

perspektif baru yang melihat konflik
sebagai gejala dari struktur sosial yang
timpang dan budaya yang melegitimasi
adanya  kekerasan. = Pemikiran  ini
tersalurkan pada konsep segitiga kekerasan,
negative peace dan positive peace, serta
transformasi  konflik yang menjadi
landasan teoritis dalam perkembangan
studi perdamaian kontemporer (Galtung,
1996).  Seiring  berjalannya  waktu,
paradigma ini tidak hanya menjadi konsep
dalam ruang akademik saja, namun juga
telah diaplikasikan dalam berbagai konteks
nyata seperti konflik etnis di Rwanda
(1994), perang sipil di Aceh, Indonesia
(2005), hingga hubungan internasional
seperti pada Perjanjian Belfast di Irlandia
Utara (1998).

Konsep kekerasan dalam pemikiran
Johan Galtung telah menjadi pondasi utama
untuk memahami dinamika konflik dan
kebutuhan  perdamaian yang  dapat
terwujudkan. Galtung mengidentifikasi
bahwa kekerasan ini muncul lebih dari
sekedar adanya bentuk fisik, melainkan
juga terdapat pengaruh dari dimensi
struktural dan kultural. Kekerasan langsung
(direct  violence), merupakan suatu
tindakan yang dilakukan secara nyata untuk
melukai  individu  atau  kelompok,
contohnya seperti terjadinya peperangan
atau penindasan fisik. Dari kacamata
Galtung, ia memperluas pemahaman
tersebut dengan memperkenalkan konsep
structural violence (Galtung, 1969).

Kekerasan  struktural  (structural
violence) merupakan bentuk kekerasan
yang tertanam dalam sistem sosial,
ekonomi, dan politik yang menciptakan
ketidakadilan ~ dan  ketimpangan  di
lingkungan ~ masyarakat.  Semisalnya
dengan adanya kemiskinan yang dirasakan
oleh masyarakat. Kemiskinan tersebut
disebabkan oleh sistem ekonomi yang
memiliki  ketimpangan, dan hal ini
merupakan bentuk kekerasan struktural
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karena telah menghalangi individu untuk
dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
(Galtung, 1969). Bentuk kekerasan
struktural ini dapat dirasakan baik pada
tingkat nasional maupun global. Dalam
menjelaskan skala global, Galtung telah
memperkenalkan teori struktural
imperialisme. Teori tersebut digunakan
untuk menjelaskan bagaimana negara-
negara “‘pusat” (negara maju) secara
struktural telah mengeksploitasi negara-
negara “pinggiran” (negara berkembang)
(Galtung, 1971).

Berdasarkan teori struktural
imperialisme, Galtung menjelaskan bahwa
mekanisme imperialisme ini tidak bekerja
dengan dominasi langsung, namun
dilakukan dengan suatu tatanan yang
bersifat “feodal”. Tatanan tersebut dapat
memungkinkan terjadinya eksploitasi yang
terjadi secara langsung namun sistematis.
Galtung juga mengidentifikasi keberadaan
elit lokal yang berperan sebagai Center in
the Periphery, yang dimana adalah aktor-
aktor tangan kanan dari elit di negara-
negara maju (Center in the Center)
(Galtung, 1971). Kedua kelompok elit ini
bersatu karena adanya kepentingan yang
sama sehingga dapat menghasilkan
keuntungan politik dan ekonomi sesuai
dengan posisinya masing-masing. Namun
disisi lain, terdapat disharmony of interest
antara elit lokal dengan masyarakatnya
sendiri (Periphery in the Periphery). Pada
konteks 1ini dapat terlihat munculnya
kesenjangan dan marginalisasi yang
dialami  masyarakat pada  negara
berkembang.

Selain itu, pada karyanya yang
berjudul Cultural Violence (Galtung,
1990), Galtung juga memperkenalkan
dimensi ketiga yaitu kekerasan kultural.
Dimensi ini menjadi penopang untuk
kekerasan  langsung dan  struktural.
Kekerasan kultural ini dapat terlihat dari
nilai, ideologi, atau simbol budaya yang

melegitimasi ketidakadilan atau
penindasan. Contohnya dapat dilihat dari
adanya diskriminatif yang dilakukan dan
telah dilegitimasi oleh suatu tradisi atau
keyakinan sosial tertentu. Maka dari itu,
dapat disimpulkan bahwa Galtung melihat
kekerasan ini tidak hanya berdiri sendiri,
melainkan terdapat dimensi lain yang
saling terkait dan disebut sebagai segitiga
kekerasan (the triangle of violence).
Melalui kerangka ini, Galtung menyoroti
bahwa untuk mencapai upaya perdamaian,
harus mencakup adanya penghapusan
semua bentuk kekerasan, baik kekerasan
kultural, struktural, maupun kultural
(Galtung, 1996).

Dari pemahaman Galtung mengenai
kekerasan  tersebut, hal ini telah
membukakan  jalan untuk dapat
mengembangkan konsep perdamaian yang
lebih komprehensif. Menurut Galtung,
perdamaian tidak semata-mata mengenai
ketiadaannya  perang atau  konflik
bersenjata, namun juga mencakup upaya
penghapusan akar-akar kekerasan yang
bersifat kultural dan struktural. Pandangan
ini kemudian membukakan pemikiran lain,
terutama mengenai teori transformasi
konflik yang telah dikembangan oleh Johan
Galtung sejak 1950-an (Galtung & Ruge,
1965).

Konsep Negative Peace dan Positive
Peace

Dalam membedakan jenis perdamaian,
Johan Galtung merumuskan konsep
dualistik tingkat perdamaian yang disebut
sebagai perdamaian negatif (negative
peace) dan perdamaian positif (positive
peace). Kedua konsep ini dikenalkan oleh
Galtung lewat karyanya yang berjudul
Violence, Peace, and Peace Research
(1969). Konsep ini didasari dari pemikiran
bahwa perdamaian harus dibangun dari
dimensi yang lebih dalam dan struktural,
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tidak hanya mengenai selesainya konflik
yang secara langsung terjadi. Galtung
beranggapan bahwa perdamaian harus
mencakup kondisi sosial yang adil dan
merata, karena perdamaian yang hanya
mengandalkan penghentian kekerasan fisik
belum menyentuh akar permasalahan yang
dimiliki konflik tersebut. Berdasarkan
pemikiran  ini,  Galtung  kemudian
mengembangkan dua konsep utama, yaitu
konsep perdamaian negatif (negative
peace) dan perdamaian positif (positive
peace), yang menjadi dasar pemahaman
perdamaian secara menyeluruh.

Gambar 1. The Extended Concept of Violence
and Peace

VIOLENCE

@ ThRegy

Personal Structural
(direct) (indirect)

!

absence of absence of
personal violence structural violence

(also referred to
as ~social Injustices)

G or
Negative Positive (also referred to
oo peace as «soclal justices)

PEACE

Source: Johan Galtung, 1969:183

Dari skema tersebut, dapat dilihat
persepsi Galtung mengenai perdamaian
negatif dan positif. Galtung menegaskan
bahwa kekerasan memiliki dua bentuk
utama, yaitu kekerasan personal (langsung)
dan kekerasan struktural (tidak langsung)
yang menghasilkan dua bentuk perdamaian
yang berbeda. Kekerasan personal atau
langsung merujuk pada tindakan kekerasan
yang terjadi secara langsung seperti adanya
peperangan, pembunuhan, atau penyiksaan.
Ketika bentuk kekerasan ini berhasil
dihilangkan, maka kondisi yang tercipta
disebut sebagai perdamaian negatif
(negative peace).

Negative peace sendiri merupakan
kondisi dimana sudah tidak terjadi
kekerasan langsung, namun ketimpangan
sosial masih tetap berlanjut. Di sisi lain,
kekerasan  struktural  bersifat  lebih
tersembunyi dalam sistem sosial, seperti
adanya kemiskinan, diskriminasi, atau
ketimpangan yang terjadi di lingkungan
masyarakat. Dengan hilangnya kekerasan
struktural, maka akan  melahirkan
perdamaian positif (positive peace). Dalam
pandangan Galtung, kondisi positive peace
ini ditandai dengan tumbuhnya keinginan
masyarakat untuk membangun kehidupan
yang harmonis, adil, dan setara, tidak hanya
terbebas dari kekerasan langsung saja
(Asmawati & Bainus, 2019). Oleh karena
itu, Galtung menekankan bahwa studi
perdamaian ini tidak hanya fokus pada
penghentian konflik saja, namun juga
penyelesaian  akar konflik  sehingga
menghadirkan kondisi sosial yang bebas
dari ketidakadilan yang terjadi.

Dengan adanya perluasan definisi
kekerasan, Galtung telah memberikan
landasan teoritis yang kuat bagi analisis
perdamaian dalam konteks global yang
lebih kompleks. Pendekatan ini membuka
ruang bagi studi perdamaian agar tidak
hanya berfokus pada penyelesaian konflik
bersenjata saja, namun juga upaya
peningkatan proses pembangunan vertikal.
Pembangunan vertikal ini merupakan
bentuk perubahan sistemik menuju adanya
keadilan, kesetaraan, dan pemberdayaan di
lingkungan masyarakat. Dalam praktiknya,
membangun perdamaian yang
berkelanjutan menuntut keterlibatan aktif
dalam reformasi kebijakan, pemberdayaan
kelompok rentan, serta penguatan institusi-
institusi sosial sebagai fondasi terciptanya
keadilan dan kestabilan jangka panjang.
Pemikiran Galtung dalam hal ini tidak
hanya menjadi sumber penting di lingkup
akademik, namun dapat menjadi pedoman
praktis bagi aktor-aktor perdamaian baik di
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tingkat lokal,
internasional.

nasional, maupun

Transformasi Konflik menurut Johan
Galtung

Konsep transformasi konflik telah
dikembangkan oleh  Galtung untuk
menandakan mengenai adanya pergeseran
dalam studi perdamaian dan penyelesaian
konflik. Menurut Galtung (1996), konflik
dapat muncul jika terdapat kontradiksi
antara tujuan, nilai, atau kepentingan dari
pihak-pihak yang terlibat. Namun, konflik
sendiri bukan hanya mengenai kondisi
negatif yang harus diakhiri, melainkan
merupakan sebuah fenomena sosial yang
memiliki potensi untuk berubah menjadi
suatu hal yang positif jika dikelola secara
konstruktif  terlebih  dahulu.  Dalam
pandangannya,  Galtung menekankan
bahwa transformasi konflik ini dapat
mengatasi akar struktural dan kultural dari
konflik, seperti dengan ketimpangan
kekuasaan, ketidakadilan sosial dan
diskriminasi yang hadir pada struktur
masyarakat (Borah, 2024). Berbeda dengan
resolusi  konflik yang fokus pada
menyelesaikan konflik hanya dengan
melalui negosiasi ataupun mediasi tanpa
menangani masalah mendasar, disini
transformasi  konflik mencoba untuk
menuntut  adanya  perubahan  yang
mendasar dari relasi sosial, struktur
institusional, dan cara pandang budaya
terhadap perbedaan yang terlihat (Galtung,
1996).

Melalui karyanya yang berjudul
Conflict Transformation by Peaceful
Means (Transcend Method) (2000),
Galtung menjelaskan bahwa terdapat solusi
kreatif yang dicari untuk menemukan posisi
di luar posisi awal para pihak yang
berkonflik (transcendence)(Galtung,
2000). Pendekatan ini dicari dengan tujuan
untuk menekankan adanya dialog, empati,

dan kesediaan bagi pihak-pihak yang
terlibat agar dapat menumbuhkan
pemahaman bersama. Maka dari itu,
transformasi konflik tidak hanya mengenai
penyelesaian sengketa saja, namun juga
untuk dapat membangun sistem sosial baru
yang lebih adil, setara, dan damai bagi
individu, komunitas lokal, hingga struktur
global yang saling mempengaruhi satu
sama lain (Lederach, 1997; Ramsbotham et
al., 2016).

Gambar 2. The ABC Triangle Model

Nonviolence
(physical and verbal violence)
Behavior

B

A ©

Attitude Contradiction
(hatred, distrust, (blocked, stymied)
apathy) Creativity

Empathy

Source: Johan Galtung, 2000:1

Galtung juga memperkenalkan model
ABC Triangle untuk menjelaskan tiga
elemen utama konflik, yaitu Attitude,
Behaviour, dan Contradiction. Attitude
disini mencakup persepsi, emosi, dan
stereotip negatif terhadap pihak lain. Untuk
behaviour, disini merujuk pada tindakan
yang memperkuat ketegangan atau
kekerasan yang terjadi. Dan terakhir yaitu
contradiction, menggambarkan adanya
ketidaksesuaian tujuan, kebutuhan, atau
kepentingan antar pihak yang terlibat.
Ketiga aspek ini berkaitan dengan satu
sama lain dan harus ditransformasi secara
bersamaan karena bersifat dinamis, yang
dimana ketika basic needs tidak terpenuhi
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maka akan muncul frustasi yang akan
berkembang menjadi agresi dan kekerasan
(Galtung, 1996).

Model ini juga dapat menggambarkan
mengenai pemikiran Galtung tentang siklus
hidup konflik, yang dimana terlihat
muncul, mencapai puncak emosional, lalu
mereda, menghilang, dan dapat kembali
muncul dalam bentuk yang berbeda. Hal ini
dapat terjadi karena kontradiksi dasar yang
tidak dapat terselesaikan secara struktural.
Jika tujuan-tujuan yang tidak kompatibel
tetap muncul, konflik tersebut akan
berulang seperti sesuatu yang “organik”,
hingga akan berevolusi dan dapat
memunculkan bentuk kekerasan baru.
Siklus kekerasan ini dapat berkembang
menjadi  meta-conflict, yaitu konflik
sekunder yang berfokus untuk
mempertahankan atau menghancurkan
(Galtung, 2000). Dalam konteks ini,
Galtung telah menegaskan bahwa dengan
memahami peta konflik, merupakan
langkah  penting untuk  melakukan
transformasi konflik yang efektif. Peta
konflik tersebut dapat dilihat dari siapa
aktor yang terlibat, apa tujuan yang ingin
dicapai, serta bagaimana perilaku dan sikap
tiap pihak. Oleh karena itu, model ABC
Triangle ini tidak hanya bertujuan untuk
sebagai alat analisis statis saja, namun juga
sebagai  kerangka  dinamis  untuk
memahami proses terbentuknya konflik
dan strategi untuk mentransformasikannya
(Ramsbotham et al., 2016).

Melalui  kerangka ini, Galtung
berusaha menegaskan bahwa perdamaian
tidak dapat dicapai dengan hanya
menghilangkan kekerasan saja, namun
harus melalui penciptaan struktur sosial
yang dapat mendukung keadilan dan
kesetaraan. @ Maka dari itu, teori
transformasi konflik menjadi sebuah hal
dasar yang penting dalam pengembangan
studi perdamaian modern. Hal ini dapat
dilihat dari perdamaian yang bukan hanya

sebagai hasil atau outcome nya saja, namun
juga sebagai proses berkelanjutan untuk
menuju perubahan sosial yang lebih positif
(Borah, 2024).

Implikasi dan Kontribusi Pemikiran
Johan  Galtung terhadap  Studi
Perdamaian

Pemikiran Johan Galtung telah
memberikan arah baru dalam bagaimana
perdamaian dapat dipahami, diajarkan dan
diterapkan baik di studi perdamaian dan
praktik secara langsung. Setelah adanya
gagasan mengenai jenis kekerasan,
perdamaian negatif dan positif, dan
transformasi ~ konflik  dikembangkan,
Galtung juga Dberkontribusi terhadap
bagaimana ide-ide tersebut mengubah
paradigma kajian perdamaian  yang
sebelumnya bersifat normatif menjadi
analitis dan transformatif. Pendekatannya
ini telah mendorong para peneliti dan
praktisi  untuk  memandang  lebih
perdamaian, tidak  hanya  sekedar
berhentinya  perang, @ namun  juga
memandang perdamaian sebagai proses
berkelanjutan yang mencakup perubahan
dari dimensi struktural, sosial, dan budaya
(Borah, 2024; Galtung, 1996).

Jika dilihat secara teoritis, pemikiran
Galtung memiliki kontribusi besar dalam
memperluas studi kerangka perdamaian
menjadi multidimensional. Galtung telah
memperkenalkan pemahaman mengenai
perdamaian yang tidak hanya dicapai
melalui pendekatan politik atau militer saja,
namun juga perlu dianalisis mengenai
dimensi sosial, ekonomi, dan kultural dari
lingkungan masyarakatnya yang
sebetulnya telah menopang akar kekerasan
(Galtung, 1996). Konsep tersebut telah
membukakan pandangan untuk dapat
menganalisis akar penyebab konflik,
termasuk  seperti dengan  adanya
ketimpangan ekonomi, diskriminasi sosial,
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dan dominasi ideologis. Konsep ini telah
menjadikan studi perdamaian tidak hanya
mengenai relasi antarnegara saja. Studi
perdamaian pada akhirnya telah mencakup
hubungan antar aktor dari berbagai level
yang ada, seperti individu hingga ke sistem
global secara langsung (Lederach, 1997;
Ramsbotham et al., 2016).

Dari sisi metodologis, Galtung telah
memberikan landasan untuk pendekatan
conflict mapping dan conflict analysis,
dimana konflik dilihat sebagai sistem yang
memiliki dinamikanya sendiri. Selain itu,
konflik ini juga dilihat dapat dipetakan
melalui elemen-elemen yang ada seperti
adanya  Attitude, Behaviour, dan
Contradiction yang terjadi (Galtung, 1996).
Terlihat bahwa model ABC Triangle yang
dikemukakannya tidak hanya menjadi
suatu alat konseptual saja, namun juga
sebagai sebuah instrumen yang dapat
digunakan untuk penelitian dan mediasi
konflik secara langsung. Pendekatan ini
tentunya  telah  mendukung  proses
transformasi sosial untuk dapat dianalisis
dengan lebih komprehensif agar dapat
mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Gambar 3. Bagan Alur Ketiga Pendekatan
Galtung
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Peace as presence of justice

Untuk memudahkan pemahaman
mengenai kaitan antara ketiga konsep
perdamaian oleh Galtung, bagan tersebut

telah mengilustrasikan hubungan antara
ketiganya secara sistematis. Segitiga
kekerasan (triangle of violence) berperan
sebagai tahap diagnosis untuk
mengidentifikasi tiga dimensi kekerasan
yaitu kekerasan langsung (direct violence),
struktural  (structural  violence), dan
kultural (cultural violence) agar akar
permasalahan dapat dipahami sebelum
melakukan upaya perdamaian. Selanjutnya,
konsep negative dan positive peace menjadi
tujuan yang akan dicapai. Negative peace
merepresentasikan tahap awal yaitu dengan
berhentinya kekerasan langsung,
sedangkan positive peace merupakan
kondisi dimana tidak hanya kekerasan
langsung yang berhenti, namun kekerasan
struktural dan kultural juga sudah hilang
secara menyeluruh. untuk mencapai
kondisi tersebut, transformasi konflik
(conflict transformation) menjadi proses
kunci yang mendorong adanya perubahan
mendasar pada dimensi sikap (attitude),
perilaku  (behaviour), dan kontradiksi
struktural (contradiction) secara
bersamaan. Maka dari itu, terlihat bahwa
ketiga konsep ini tidak berdiri secara
terpisah, melainkan membentuk suatu
kerangka analisis yang utuh dan saling
berkaitan.

Jika dibandingkan dengan
pendekatan lain pada studi perdamaian,
kerangka yang ditawarkan Galtung
memiliki karakter yang lebih
komprehensif. Dapat dilihat contohnya
pada pendekatan conflict management
dalam perspektif realis, dimana pendekatan
ini cenderung terbatas hanya pada upaya
penghentian  kekerasan  fisik  tanpa
menyentuh  akar  struktural  konflik.
Sementara itu, conflict resolution yang
dikembangkan oleh Burton (1990), masih
berfokus pada negosiasi dan mediasi
sebagai instrumen utama walaupun telah
menekankan  pentingnya  pemenuhan
kebutuhan dasar (basic human needs).
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Dibandingkan dengan kedua pendekatan
tersebut, Galtung menekankan bahwa
perdamaian yang berkelanjutan harus
memiliki transformasi yang mendalam
terhadap struktur sosial yang melandasi
konflik, bukan hanya mengenai tercapainya
kesepakatan antara pihak (Ramsbotham et
al., 2016).

Secara praktis, telah banyak lembaga
internasional yang mengadopsi kerangka
berpikir Galtung untuk kebijakan dan
praktik pembangunan perdamaian
(peacebuilding). Lembaga tersebut seperti
United Nations Peacebuilding Commission
dan juga Peace Research Institute Oslo
(PRIO) yang merupakan lembaga yang
didirikan secara langsung oleh Johan
Galtung. Lewat karyanya yang berjudul
Peace by Peaceful Means (1996), Galtung
telah menjelaskan gagasan mengenai
pendekatan non-kekerasan dalam resolusi
konflik, yang menekankan pentingnya
dialog, rekonsiliasi, dan perubahan
struktural dibandingkan hanya sekedar
penyusunan perjanjian politik. Terlihat
bahwa pendekatan tersebut memiliki
dampak dalam konteks konflik pasca-
kolonial dan konflik etnis, dimana terdapat
upaya perdamaian secara formal yang
sering gagal jika tidak diikuti dengan
adanya perubahan mendasar pada dimensi
sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks fenomena global
kontemporer,  Galtung  menunjukkan
relevansi pemikirannya dalam memahami
bentuk-bentuk kekerasan baru. Fenomena
seperti  ketimpangan ekonomi global,
diskriminasi rasial, kemiskinan secara
struktural, hingga krisis karena iklim dapat
dipahami melalui kekerasan struktural. Hal
ini terlihat dari bagaimana kekerasan
struktural menganggap bahwa sistem
internasional dan  ekonomi  dunia
menghasilkan ketidakadilan yang
menghambat  tercapainya perdamaian.
Konsep negative peace dan positive peace

juga  penting karena  menekankan
perdamaian yang berakar pada pemenuhan
kebutuhan dasar, keadilan sosial, dan
kesetaraan antar individu dan antarnegara.
Pemikiran Galtung juga telah memberikan
kontribusi pada cara pandang masyarakat
internasional untuk memahami dan
merespon  tantangan keamanan non-
tradisional. Dengan adanya perubahan pada
pola konflik di dunia kontemporer,
tentunya studi perdamaian harus dapat
mengimbanginya. Konflik-konflik
berbentuk baru tersebut berbentuk seperti
krisis kemanusiaan, migrasi, konflik
identitas, hingga disinformasi digital telah
menimbulkan ketegangan sosial
(Ramsbotham et al., 2016). Teori Galtung
menawarkan pendekatan yang lebih
komprehensif, dimana mengajak aktor-
aktor internasional untuk memperbaiki
struktur sosial dan budayanya yang menjadi
penyebab utama, tidak hanya
menanggulangi akibat konfliknya saja.

Relevansi pemikiran Galtung juga
semakin kuat dengan meningkatnya
ancaman perdamaian global yang bersifat
lintas batas. Adanya krisis iklim,
ketimpangan digital, dan polarisasi politik
global merupakan sebuah tanda bahwa
kekerasan struktural tidak hanya berakar
pada ketimpangan ekonomi saja, namun
juga berpengaruh pada aspek distribusi
akses sumber daya, informasi, dan
pengaruh. Maka dari itu, gagasan galtung
berpengaruh  besar  untuk  melihat
perdamaian pada konteks fenomena di
dunia kontemporer ini. Dimana keberadaan
sistem untuk membangun tatanan global
harus lebih adil, untuk menjamin
kesejahteraan dan martabat manusia secara
universal.

Pada sisi normatif, kontribusi Galtung
terlihat dari bagaimana telah dibangunnya
dasar etis bagi studi perdamaian. Galtung
menekankan bahwa perdamaian sejati
harus dicapai dengan adanya keadilan
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sosial, kesetaraan, dan pengakuan pada
martabat manusia (Galtung, 1969).
Tentunya terlihat dari gagasan-gagasan
yang telah disusun bahwa pemikirannya
telah memperluas pandangan moral dalam
hubungan internasional. Hal ini dilakukan
dengan menempatkan nilai-nilai
kemanusiaan  sebagai  pusat dalam
menganalisis politik global. Pendekatan ini
bukan hanya bersifat deskriptif saja, namun
juga menawarkan perspektif dengan cara
melihat arah normatif bagi masyarakat
internasional dalam membangun tatanan
dunia yang dapat lebih adil dan damai
(Ramsbotham et al., 2016).

Dari keseluruhan pemikiran tersebut,
ketiga kerangka konseptual dari Galtung
pada dasarnya mengarah pada satu konsep
integratif dalam studi perdamaian, yaitu
perdamaian transformatif (transformative
peace). konsep ini menempatkan bahwa
perdamaian bukan sebagai kondisi statis
yang hanya dapat dicapai sekali dan
langsung selesai, melainkan perdamaian
merupakan proses sosial yang dinamis dan
berkelanjutan. perdamaian transformatif
dalam kerangka Galtung mensyaratkan tiga
hal secara bersamaan, dimana yang
pertama yaitu adanya identifikasi dan
penghapusan seluruh bentuk kekerasan
langsung, struktural, dan kultural melalui
kerangka segitiga kekerasan. Kedua, fokus
orientasi disini yaitu menuju kondisi sosial
yang berkeadilan dan setara, bukan hanya
sekedar hilangnya konflik bersenjata
(positive peace). Ketiga, proses perubahan
harus menyentuh dimensi sikap, perilaku,
dan  kontradiksi  struktural = melalui
transformasi konflik. Oleh karena itu,
Galtung telah mereposisi paradigma dalam
studi perdamaian yang awalnya hanya
memaknai perdamaian sebagai kondisi
ketiadaan perang (peace as absence of
war), menuju pemahaman yang lebih
substantif  yaitu perdamaian sebagai

hadirnya keadilan sosial (peace as presence
of justice) dalam kehidupan masyarakat.

Kritik terhadap Pemikiran Johan
Galtung

Meskipun pemikiran Johan Galtung
telah memberikan  kontribusi  besar
terhadap perkembangan studi perdamaian,
namun terdapat kritik yang muncul
terhadap  pendekatan dan  konsep-
konsepnya. Kritik utama tersebut adalah
mengenai  pemikiran  Galtung yang
dianggap terlalu idealis dan normatif.
Pendekatan Galtung dinilai terlalu berfokus
pada visi perdamaian utopis, yaitu
perdamaian yang bebas dari segala bentuk
kekerasan struktural dan kultural, yang
sebetulnya dalam praktik secara langsung
sulit untuk diwujudkan di dunia nyata yang
penuh kompleksitas politik dan ekonomi
(Paris, 2010). Pendekatan tersebut dinilai
kurang kurang realistis dalam konteks
hubungan internasional modern yang
terlihat didominasi oleh ketimpangan
kekuasaan, dominasi ekonomi, dan
kepentingan geopolitik yang dimiliki
negara-negara besar.

Selain itu, beberapa akademisi seperti
(Richmond, 2003) dan (Ginty, 2011) juga
menilai bahwa teori Galtung menempatkan
perdamaian sebagai proses yang universal,
yang terlihat seolah-olah dapat diterapkan
pada semua konteks tanpa memikirkan
perbedaan budaya dan struktur sosial
masyarakat lokal. Konsep negative peace
dan positive peace serta kekerasan
struktural dalam berbagai konteks non-
Barat juga dipertanyakan mengenai
relevansinya. Dari sisi metodologis,
beberapa peneliti seperti Ramsbotham et al.
(2016) juga menilai bahwa model-model
konseptual yang dikembangkan oleh
Galtung  sering kali  sulit untuk
dioperasionalisasikan dalam penelitian
empiris, hanya bisa dipahami secara
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teoritis. Hal ini dikarenakan model-model
tersebut dianggap terlalu abstrak jika
diukur secara sistematis. Dengan itu, sulit
untuk diimplementasikan dalam studi kasus
yang sering bergantung pada interpretasi
subjektif  peneliti. Krittk ini  juga
menunjukan adanya jarak antara idealisasi
teoritis dan penerapan praktis secara
langsung dalam studi perdamaian.

Kritik lain juga datang dari perspektif
feminis dan poskolonial, Tickner (2001),
yang menilai teori Galtung kurang
memberikan ruang bagi kelompok yang
termarginalkan, terutama perempuan dan
masyarakat dunia selatan(Tickner, 2001).
Walaupun memang konsep kekerasan
struktural memang menyinggung
ketidakadilan sosial, namun sebetulnya
belum sepenuhnya konsep tersebut
mengakomodasi dimensi gender dan
kolonialisme kekuasaan. Hal ini terutama
karena kolonialisme kekuasaan telah
menjadi sumber kekerasan simbolik dalam
masyarakat global. Maka dari itu,
pemikiran Galtung masih dipandang terlalu
berorientasi pada analisis makro-struktural,
sementara aspek identitas dan pengalaman
lokal belum sepenuhnya hadir pada
teorinya.

Johan Galtung juga menerima kritikan
mengenai nilai-nilai moral dan orientasi
ideologis yang mendasari seluruh teori dan
gagasannya. Dalam artikel yang berjudul 4
Question of Values: A Critique of
Galtung’s Peace Research (1989), Peter
Lawler menilai Galtung sebagai seorang
pemikir yang terlalu fokus pada relativisme
moral dan pemikiran non-Barat. Menurut
Lawler, Galtung terlihat meleburkan batas
antara kekerasan struktural yang bersifat
sistemik dengan tanggung jawab moral
yang dimiliki seorang individu, sehingga
konsep tersebut dinilai terlalu abstrak dan
sulit dipertanggungjawabkan secara etis.
Lawler juga berpendapat bahwa dengan
adanya penempatan kekerasan dalam

struktur sosial sepenuhnya terdapat risiko
hilangnya dimensi agensi manusia dalam
memahami kekerasan. Hal ini berpengaruh
pada landasan moral yang akan terlihat
lemah dari teori perdamaian yang telah
Galtung susun. Di sisi lain, Bruce Bawer
(2007) menyebut Galtung sebagai “a
lifelong enemy of freedom”, hal ini karena
pandangannya yang menilai bahwa Barat
merupakan sebuah bentuk “structural
fascism”. Selain itu, Galtung juga
menyebutkan Amerika Serikat sebagai
“killer country” dan “neo-fascist state
terrorism”. Barbara Kay, salah satu penulis
opini di National Post juga menyatakan
kritikan Bawer, dimana ia menilai bahwa
Galtung terlihat inkonsisten karena di satu
sisi ia menyebut demokrasi Barat sebagai
“structural fascism”, namun di sisi lain ia
terlihat menunjukkan kekaguman kepada
tokoh otoriter seperti Fidel Castro dan Mao
Zedong. Maka dari itu, studi perdamaian
dalam kerangka Galtung cenderung terlihat
lebih menekankan transformasi sistem
dibandingkan membentuk kesadaran moral
bagi individu maupun kelompok.

Terlepas dari adanya seluruh kritik
tersebut, Galtung tetap mempertahankan
pendekatan  dialogis  terhadap  para
pengkritiknya. Galtung menegaskan bahwa
setiap  bentuk  penilaian  terhadap
pandangannya harus dipahami dalam
konteks-konteks lain seperti budaya,
politik, dan nilai lain yang berbeda.
Baginya, perbedaan dalam cara memahami
konsep kekerasan dan perdamaian justru
telah memperkaya diskursus global
mengenai  bagaimana manusia dapat
memaknai keadilan dan kemanusiaan.
Sebagian besar dari kritik tersebut juga
tidak  sepenuhnya terlihat menolak
pemikiran Galtung, banyak yang berupaya
untuk memperkaya dan memperbarui agar
lebih relevan dalam konteks dunia
kontemporer. Contohnya seperti (Lederach,
1997) yang mengembangkan konsep
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transformasi konflik dengan menekankan
pentingnya rekonsiliasi, partisipasi
komunitas, dan dimensi moral dalam
membangun perdamaian berkelanjutan.
Sementara itu, Richmond dan Tellidis
(2012) juga telah mengusulkan hybrid
peace yang berusaha menggabungkan
pemikiran idealisme Galtung dengan realita
yang  terjadi  di dunia  politik
global(Richmond &  Tellidis, 2012).
Upaya-upaya ini tentunya  telah
menunjukkan bahwa meskipun memang
pemikiran Galtung memiliki keterbatasan,
namun pemikiran tersebut tetap menjadi
dasar penting dalam pengembangkan teori-
teori perdamaian modern.

5. Kesimpulan

Pemikiran Johan Galtung menandai
adanya perkembangan studi perdamaian
yang penting karena telah berhasil
memperluas makna perdamaian. Dimana
sebelumnya perdamaian diartikan hanya
sebatas ketiadaan kekerasan, sekarang telah
berkembang menjadi proses transformasi
sosial yang berkeadilan. Teori-teori
utamanya, yaitu mengenai  segitiga
kekerasan, perdamaian negatif dan positif,
dan transformasi konflik telah mendorong
cara pandang baru bahwa perdamaian
hanya dapat terwujud melalui perubahan
mendasar pada struktur sosial, budaya, dan
relasi kekuasaan. Pendekatan ini tentunya
menjadikan satu perdamaian dinilai lebih
kritis, multidisipliner, dan berorientasi pada
keadilan sosial.

Meskipun demikian, memang
pemikiran Galtung memiliki sejumlah
keterbatasan. Banyak kritik-kritik yang
menyoroti pandangannya dinilai terlalu
idealis dan sulit untuk diterapkan dalam
realitas politik internasional yang lebih
menekankan  kepentingan  kekuasaan.
Beberapa pihak juga merasa bahwa

pendekatan Galtung terlalu menekan
struktur ~ sosial,  sehingga  kurang
memberikan ruang bagi peran moral
individu dan dinamika politik praktis.
Selain itu, pemandangannya juga sering
dinilai terlihat non-Barat yang tentunya
menimbulkan kontroversi dan membuka
perdebatan mengenai adanya bias ideologi
dalam penelitian perdamaian. Tetapi dari
seluruh perdebatan tersebut menjadi tanda
bahwa pemikiran Galtung ini menjadi
nyata, yang dimana telah membuka
diskursus dan dialog baru terhadap cara
dunia memahami perdamaian.

Pada akhirnya, kontribusi Galtung
bukan hanya mengenai konsep secara
teoritis yang dirumuskan, namun juga
mengenai dorongan moral dan intelektual
untuk melihat perdamaian sebagai proses
kemanusiaan yang akan terus berkembang.
Dengan keberaniannya yang menentang
cara pandang dominan terhadap kekuasaan
dan kekerasan, yang dimana awalnya hanya
mengenai ketiadaan konflik secara kasat
mata saja. la pun menekankan bahwa
perdamaian sejati tidak mungkin dicapai
tanpa melihat ke dasar akarnya, dimana
harus ada sikap untuk mengubah struktur
yang menindas dan nilai-nilai  yang
menunjukkan adanya ketidakadilan. Hal ini
dibuktikan pada kasus perdamaian di Aceh,
Indonesia (2005), dimana penghentian
konflik bersenjata antara GAM dan
pemerintah Indonesia baru dapat bertahan
secara berkelanjutan setelah adanya
reformasi struktural melalui desentralisasi
kiveewenangan politik dan redistribusi
pendapatan SDA, dimana bukan hanya
mengenai  penandatanganan  perjanjian
semata (Aspinall, 2008). Galtung juga
menekankan bahwa perdamaian harus
dilihat sebagai sebuah proses dan bukan
hasil akhir. Maka dari itu, seluruh proses ini
akan membantu untuk membangun dunia
yang damai, dan menjadi sebuah tujuan
yang tidak akan pernah selesai. Perdamaian
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harus dipahami sebagai sebuah proses
refleksi, dialog, dan transformasi yang terus
berkembang seiring dengan adanya
perubahan masyarakat manusia.
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